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RINGKASAN

Indah Novita Sari, 2009, Reformasi Administrasi Publik Melalui Penataan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Studi tentang
Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi
Bardasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007), Pembimbing
Bapak Prof.Dr. Sumartono, MS dan Bapak Drs. Minto Hadi, Msi.

Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mempelajari proses penataan
kelembagaan, dan perubahan kelembagaan di Pemerintah Daerah Kabupaten
Banyuwangi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Dinamika
kebutuhan masyarakat yang semakin maju menuntut Pemerintah Daerah untuk
lebih peka terhadap pelayanannya. Sehingga diperlukan suatu organisasi
perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan
masyarakat. Dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat menstandarisasikan
kelembagaannya sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007. Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah
dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien,
efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-
masing meliputi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi antara pusat dan
daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa proses
pelaksanaan Reformasi Administrasi Publik yang dilakukan melalui penataan
kelembagaan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, mendeskripsikan dan menganalisa perubahan
struktur organisasi Perangkat daerah yang direncanakan di Kabupaten
Banyuwangi sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,
serta mendeskripsikan dan menganalisa faktor- faktor pendukung dan penghambat
dalam upaya Reformasi Administrasi Publik yang dilakukan melalui penataan
kelembagaan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 tahun 2007.

Dalam menyusun skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumen. Adapun fokus
penelitian peneliti adalah Proses pelaksanaan Penataan Kelembagaan Pemerintah
Daerah di Kabupaten Banyuwangi sebagai implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007, Perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun
2007, dan Faktor pendukung dan penghambat dalam penataan kelembagaan
perangkat daerah di Kabupaten Banyuwangi dalam implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi terdapat permasalahan terkait dengan
proses penataan Organisasi Perangkat Daerahnya yaitu perubahan struktur
organisasi yang sudah efisien tetapi belum tentu efektif karena kurang akomodatif
terhadap kepentingan masyarakat, dan pengajuan draf Ranperda yang belum



memenuhi syarat prosedural. Selain itu Kabupaten Banyuwangi melakukan
pelanggaran terkait dengan jumlah Bagian yang diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 ditentukan sebanyak empat Bagian, sedangkan Kabupaten
Banyuwangi menentukan enam Bagian. Dari permasalahan ini peneliti mengamati
bahwa kurang adanya profesionalitas pada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Banyuwangi, karena masih mengandalkan lobi- lobi informal pada pihak DPRD
dan sebaliknya, DPRD kerap melakukan intervensi pada Pemerintah Daerah
dalam mensyahkan Ranperda yang diajukan. selain itu perubahan kelembagaan
akan berdampak pada SKPD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Diperlukan
manajemen konflik yang tangguh dalam menghadapi permasalahan ini. Perubahan
struktur OPD yang lebih ramping ini diharapkan miskin struktur kaya fungsi agar
dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat lebih efektif, efisien, dan
koordinatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan diperlukan
pengkajian kembali dalam pembentukan struktur agar lebih efisien dan efektif
dalam wupaya peningkatan kualitas organisasi terkait dengan implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Selain itu diperlukan SDM yang
handal, dalam melaksanakan tugas dari segi SDM itu sendiri harus meningkatkan
disiplin dan kesadaran yang tinggi karena sumber yang paling utama untuk
mencapai efisiensi organisasi adalah manusia itu sendiri. Perlu disadari bahwa
penataan birokrasi sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan pembagian tugas
antar dinas agar tidak saling tumpang tindih dan saling mendukung, tetapi juga
menyangkut persoalan penempatan dalam jabatan dan tugas tertentu yang sesuai
dengan kemampuan secara objektif sehingga memberi kesempatan dan
merangsang tumbuhnya prakarsa dari aparat di tingkat bawah agar dapat lebih
responsif dan kreatif.



SUMMARY

Indah Novita Sari, 2009, Administrative Reform Through Local
Institution Re-organization in the Regency Of Banyuwangi (a Study on Local
Institution Re-organization of Banyuwangi Regency Based on Government
Regulation Number 41, 2007), Academic Supervisor: Prof.Dr. Sumartono, MS
and Co-Supervisor Drs. Minto Hadi, Msi.

This Thesis was aimed to know and learn the process of institution re-
organization, and the institutional change as the effect of Government Regulation
number 41, 2007 toward Regency of Banyuwangi. Citizen's needs that advanced
during time demanded the Regency to be more aware of the services they conduct.
This fact made it necessary for the Regency to have efective and efficient
apparatuses. Along with the emergance of the Government Regulation Number
41, 2007 it was hoped that Regency of Banyuwangi could standarized its
institutions as the regulation guidelined. The Government Regulation was
principally aimed to gave clear directions and guidelines toward the Regency in
organizing itself eficiently, efectively, and rational according to the needs and
ability of each Regency. The Rule also mean to coordinate, integrate, sinchronize,
and simplification between Central Government and Local Government.

The purposes of this research was to describe and analyze the process of
Administrative Reformation through re-organization done by Banyuwangi
Regency according to Government Regulation number 41,2007, to describe and
analyze the Regency Apparatuses Organization structural change planned by
Banyuwangi Regency as the implementation of Government Regulation number
41,2007, and also to describe and analyze the supporting and constrainting factors
in the effort of Administrative Reformation through re-organization done by
Banyuwangi Regency based on Government Regulation number 41,2007.

This thesis was created using decriptive research method, with qualitative
approach. The researcher used interview, observation, and document analysis as
the data collection techniques. The focus of this research was the process of
Regency institutional organization in Regency of Banyuwangi as the
implementation of Government Regulation Number 41, 2007, the comparation on
the institutional changes caused between Government Regulation Number 8, 2003
and Government Regulation Number 41, 2007, and also the supporting and
constrainting factors on Regency of Banyuwangi institutional organization as the
implementation of Government Regulation Number 41, 2007.

Based on the research conducted by the researcher in Regency of
Banyuwangi Apparatuses there were problems related with the process of
institutional organization. These problems were the change of the structure that
has already efficient but not yet effective because it was not accomodative toward
the citizens needs, and the Local Regulation draft that still not entirely based on
the procedure. Beside these problems Banyuwangi Regency also create number of
Division is bigger than regulated by Government Regulation Number 41, 2007.
According with The Government Regulation number 41,2007 total number of
Division in the Regulation is limitation only four Division, but Banyuwangi
Regency create until six Division. From this problems researcher describe that
there are unmatching structure in the Regency of Banyuwangi Institution. This is



due to the fact that they still rely on informal lobbies toward the regional
parliament, vice versa, the regional parliament often made interventions on
Regency in approving this Local Regulation. Another problem was the effect of
institutional change on Regency of Banyuwangi Working Apparatuses. A good
conflict management was needed to overcome these problems. This change of
Regency organization were hoped to simplify the struture and widen the function
so that the governmental work could be more effective, efficient, and
coordinative.

Based the research result, researcher suggested that the structure formation
needed to be re-eveluated in order to be more eficient and effective to improve the
quality of the organization as the implementation of Government Regulation
number 41,2007. Capable human resources was also needed in this task. They
also has to improve their discipline and self-awareness, because the main thing to
reach an efficient organization is human themselves. It also needed to be
considered that bureaucracy re-organization was not just related with the task
division among units to support each others and to avoid overlaps, but also related
with the delegation in a certain position or task according to the ability objectively
so that it grew opportunity and stimulated the lower rank officers to be more
responsive and creative.
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RINGKASAN 

       Indah Novita Sari, 2009, Reformasi Administrasi Publik Melalui Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Studi tentang Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Bardasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007), Pembimbing Bapak Prof.Dr. Sumartono, MS dan Bapak Drs. Minto Hadi, Msi.


       Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mempelajari proses penataan kelembagaan, dan perubahan kelembagaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin maju menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih peka terhadap pelayanannya. Sehingga diperlukan suatu organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat menstandarisasikan kelembagaannya sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing meliputi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi antara pusat dan daerah.


       Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa proses pelaksanaan Reformasi Administrasi Publik yang dilakukan melalui penataan kelembagaan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, mendeskripsikan dan menganalisa perubahan struktur organisasi Perangkat daerah yang direncanakan di Kabupaten Banyuwangi sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, serta mendeskripsikan dan menganalisa faktor- faktor pendukung dan penghambat dalam upaya Reformasi Administrasi Publik yang dilakukan melalui penataan kelembagaan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007. 

       Dalam menyusun skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumen. Adapun fokus penelitian peneliti adalah Proses pelaksanaan Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, dan Faktor pendukung dan penghambat dalam penataan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Banyuwangi dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.


       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi terdapat permasalahan terkait dengan proses penataan Organisasi Perangkat Daerahnya yaitu perubahan struktur organisasi yang sudah efisien tetapi belum tentu efektif karena kurang akomodatif terhadap kepentingan masyarakat, dan pengajuan draf Ranperda yang belum memenuhi syarat prosedural. Selain itu Kabupaten Banyuwangi melakukan pelanggaran terkait dengan jumlah Bagian yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ditentukan sebanyak empat Bagian, sedangkan Kabupaten Banyuwangi menentukan enam Bagian. Dari permasalahan ini peneliti mengamati bahwa kurang adanya profesionalitas pada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, karena masih mengandalkan lobi- lobi informal pada pihak DPRD dan sebaliknya, DPRD kerap melakukan intervensi pada Pemerintah Daerah dalam mensyahkan Ranperda yang diajukan. selain itu perubahan kelembagaan akan berdampak pada SKPD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Diperlukan manajemen konflik yang tangguh dalam menghadapi permasalahan ini. Perubahan struktur OPD yang lebih ramping ini diharapkan miskin struktur kaya fungsi agar dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat lebih efektif, efisien, dan koordinatif.


       Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan diperlukan pengkajian kembali dalam pembentukan struktur agar lebih efisien dan efektif dalam upaya peningkatan kualitas organisasi terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Selain itu diperlukan SDM yang handal, dalam melaksanakan tugas dari segi SDM itu sendiri harus meningkatkan disiplin dan kesadaran yang tinggi karena sumber yang paling utama untuk mencapai efisiensi organisasi adalah manusia itu sendiri. Perlu disadari bahwa penataan birokrasi sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan pembagian tugas antar dinas agar tidak saling tumpang tindih dan saling mendukung, tetapi juga menyangkut persoalan penempatan dalam jabatan dan tugas tertentu yang sesuai dengan kemampuan secara objektif sehingga memberi kesempatan dan merangsang tumbuhnya prakarsa dari aparat di tingkat bawah agar dapat lebih responsif dan kreatif.


SUMMARY


       Indah Novita Sari, 2009, Administrative Reform Through Local Institution Re-organization in the Regency Of Banyuwangi (a Study on Local Institution Re-organization of Banyuwangi Regency Based on Government Regulation Number 41, 2007), Academic Supervisor: Prof.Dr. Sumartono, MS and Co-Supervisor Drs. Minto Hadi, Msi. 


       This Thesis was aimed to know and learn the process of institution re-organization, and the institutional change as the effect of Government Regulation number 41, 2007 toward Regency of Banyuwangi. Citizen's needs that advanced during time demanded the Regency to be more aware of the services they conduct. This fact made it necessary for the Regency to have efective and efficient apparatuses. Along with the emergance of the Government Regulation Number 41, 2007 it was hoped that Regency of Banyuwangi could standarized its institutions as the regulation guidelined. The Government Regulation was principally aimed to gave clear directions and guidelines toward the Regency in organizing itself eficiently, efectively, and rational according to the needs and ability of each Regency. The Rule also mean to coordinate, integrate, sinchronize, and simplification between Central Government and Local Government.



The purposes of this research was to describe and analyze the process of Administrative Reformation through re-organization done by Banyuwangi Regency according to Government Regulation number 41,2007, to describe and analyze the Regency Apparatuses Organization structural change planned by Banyuwangi Regency as the implementation of Government Regulation number 41,2007, and also to describe and analyze the supporting and constrainting factors in the effort of Administrative Reformation through re-organization done by Banyuwangi Regency based on Government Regulation number 41,2007.


              This thesis was created using decriptive research method, with qualitative approach. The researcher used interview, observation, and document analysis as the data collection techniques. The focus of this research was the process of Regency institutional organization in Regency of Banyuwangi as the implementation of Government Regulation Number 41, 2007, the comparation on the institutional changes caused between Government Regulation Number 8, 2003 and Government Regulation Number 41, 2007, and also the supporting and constrainting factors on Regency of Banyuwangi institutional organization as the implementation of Government Regulation Number 41, 2007.


       Based on the research conducted by the researcher in Regency of Banyuwangi Apparatuses there were problems related with the process of institutional organization. These problems were the change of the structure that has already efficient but not yet effective because it was not accomodative toward the citizens needs, and the Local Regulation draft that still not entirely based on the procedure. Beside these problems Banyuwangi Regency also create number of Division is bigger than regulated by Government Regulation Number 41, 2007. According with The Government Regulation number 41,2007 total number of Division in the Regulation is limitation only four Division, but Banyuwangi Regency create until six Division. From this problems researcher describe that there are unmatching structure in the Regency of Banyuwangi Institution. This is due to the fact that they still rely on informal lobbies toward the regional parliament, vice versa, the regional parliament often made interventions on Regency in approving this Local Regulation. Another problem was the effect of institutional change on  Regency of Banyuwangi Working Apparatuses. A good conflict management was needed to overcome these problems. This change of Regency organization were hoped to simplify the struture and widen the function so that the governmental work could be more effective, efficient, and coordinative.



Based the research result, researcher suggested that the structure formation needed to be re-eveluated in order to be more eficient and effective to improve the quality of the organization as the implementation of Government Regulation number 41,2007. Capable human resources was also needed in this task. They also has to improve their discipline and self-awareness, because the main thing to reach an efficient organization is human themselves. It also needed to be considered that bureaucracy re-organization was not just related with the task division among units to support each others and to avoid overlaps, but also related with the delegation in a certain position or task according to the ability objectively so that it grew opportunity and stimulated the lower rank officers to be more responsive and creative.
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